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UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak
ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan
Pasal 25 tdak berlaku terhadap:

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait
untuk pelaporan peristiwa aktual vang ditujukan hanya untuk
keperluan penyediaan informasi aktual;

ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah
dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu
pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk
Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan,
Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak

ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk

Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling

lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang vang dengan tanpa hak dan/atau ranpa izin Pencipta

atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi

Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf

d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau

pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
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A. PENGERTIAN MANAJEMEN

Manajemen berasal dari Bahasa Perancis kuno ‘menagement’ yang berarti
seni mengatur, atau Bahasa Italia maneggiare yang berarti mengendalikan.
Sementara itu, dalam Bahasa Inggris management berarti seni melaksanakan
dan mengatur (Taufiqurokhman dan Satispi 2018). Menurut, Robbins dan
Coulter (Nuryadin dkk. 2022), manajemen adalah proses mengordinasikan
dan mengintegrasi kegiartan kerja agar dapat terselesaikan dengan efektif dan
efisien melalui orang lain, sementara Gibson, Donnelly, dan Ivancevich
menyebutkan bahwa manajemen adalah proses yang dilakukan seseorang atau
beberapa orang untuk mengordinasikan aktivitas orang lain untuk mencapai
hasil yang tidak dicapai oleh orang itu sendiri, Menurut, Taufiqurahhman,
manajemen adalah ilmu dan seni yang mempelajari bagaimana mengelola
manusia melalui orang lain.

Sementara menurut Terry (Amri dkk. 2022), manajemen adalah suatu
proses khas terdiri dari Tindakan perencanaan, pengorganisasian,
penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta
mencapai sasaran yan telah dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya.
Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebuah proses perencanaan,
pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontroloan sumber daya untuk
mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

Secara garis besar, dapat didefinisikan bahwa, manajemen adalah proses
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya
organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan
mengkoordinasikan orang, waktu, uang, dan sumber daya lainnya untuk
mencapai efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi.

Dalam konteks yang lebih luas, manajemen juga merujuk pada praktik,
teori, dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam mengelola organisasi atau
unit bisnis. Manajemen melibatkan pengambilan keputusan, perencanaan
strategis, perumusan kebijakan, pengaturan sumber daya, pengembangan tim,
komunikasi, kepemimpinan, motivasi, pengawasan, evaluasi, dan berbagai
kegiatan lainnya yang berkontribusi pada keberhasilan organisasi. Tujuan
utama manajemen adalah mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang
efektif dan efisien. Efektivitas berarti mencapai tujuan yang telah ditetapkan,
sedangkan efisiensi berhubungan dengan penggunaan sumber daya yang
optimal dalam mencapai tujuan tersebut.
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Manajemen dapat diterapkan dalam berbagai jenis organisasi, termasuk

perusahaan bisnis, lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, dan bahkan dalam
kehidupan sehari-hari. Praktik manajemen yang baik melibatkan kemampuan
dalam merencanakan dengan baik, mengatur sumber daya, memotivasi dan

mempengaruhi orang lain, serta memantau dan mengevaluasi kinerja untuk
mencapai kesuksesan organisasi.

B. TUJUAN MANAJEMEN

Tujuan manajemen dapat beragam tergantung pada konteks dan jenis

organisasi yang sedang dikelola. Tujuan manajemen diantaranya adalah
sebagai berikut

L.

Mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, mencakup pencapaian
target finansial, pertumbuhan organisasi, keberlanjutan, keunggulan
kompetitif, dan pemenuhan misi dan visi organisasi.

Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya organisasi,
termasuk tenaga kerja, waktu, uang, dan aset lainnya. Suatu organisasi
melakukan optimalisasi penggunaan sumber daya sehingga organisasi
dapat mencapai hasil yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah.
Meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan oleh
organisasi. Hal ini melibatkan pengelolaan proses, kontrol mutu,
pemantauan kinerja, dan perbaikan berkelanjutan untuk memenuhi
harapan dan kebutuhan pelanggan serta mencapai keunggulan kompetitif.
Merangsang dan memfasilitasi inovasi dalam organisasi, hal ini termasuk
pada pengembangan ide baru, pengenalan produk atau layanan baru,
peningkatan proses, dan adopsi teknologi baru untuk memenuhi
kebutuhan pasar dan mencapai diferensiasi.

Meningkatkan kinerja individu dan tim dalam organisasi, kegiatan ini
berkaitan dengan pengembangan keterampilan dan kompetensi, motivasi
karyawan, pengaturan tujuan yang jelas, pengawasan yang efektif, dan
pembangunan kerjasama tim.

Memastikan keberlanjutan jangka panjang organisasi dan merencanakan
pertumbuhan yang berkelanjutan, hal ini berkaitan dengan manajemen
risiko, pengelolaan keuangan, diversifikasi, ekspansi pasar, dan adaptasi
terhadap perubahan lingkungan eksternal.
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A. PENGANTAR

Manajemen pelayanan publik merupakan bagian ilmu administrasi. Salah
satu unsur administrasi adalah manajemen. Administrasi dalam arti luas
diartikan bahwa kegiatan manusia yang kooperatif yang terdiri dari 8 unsur
diperinci oleh The Liang Gie yaitu : organisasi, managemen, komunikasi,
informasi, personalia, finansial, material, Humas atau relasi publik.
Administrasi dalam arti sempit diartikan tata usaha yang berasal dari bahasa
Belanda ““ Administratie ““. Public Administration atau Administrasi Negara
merupakan suatu species dari suatu genus yang disebut dengan administrasi,
selain itu juga merupakan bagian dari ilmu politik.

Berbagai literatur ilmu Administrasi banyak mengungkapkan pemikiran
teori dan konsep ilmu administarsi diantaranya Charles A. Beard dalam
bukunya Administration pada tahun 1937 yang merupakan seorang historikus
politik Amerika yang terkenal dalam salah satu karyanya yang dikutip oleh
Albert Lepawsky pada tahun 1960, dimana Charles A. Beard mengatakan
bahwa tidak ada suatu hal untuk abad modern sekarang ini yang lebih penting
dari pada Administrasi. Kelangsungan hidup pemerintahan yang beradab dan
kelangsungan hidup dari peradaban itu sendiri akan sangat tergantung atas
keampuan Kkita untuk membina dan mengembangkan suatu filsafat
administrasi  yang mampu memecahkan masalah-masalah masyarakat
modern.

Manajemen pelayanan publik merupakan ilmu yang ramai
diperbincangkan sejak adanya pemberlakuan kebijakan Otonomi Daerah,
karena pelayanan publik merupakan salah satu indikator keberhasilan
Otonomi Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Adanya Pemerintah secara filosofis adalah untuk menciptakan Law and
Order (ketentraman dan ketertiban) dan untuk menciptakan kesejahteraan
Walfare (kesejahteraan). Sementara itu Pemerintah Daerah (Pemda)
diperlukan karena wilayah negara terlalu luas dan terdiri dari daerah daratan
dan lautan serta pulau-pulau besar dan kecil yang sangat banyak sekali, dan
untuk menciptakan kesejahteraan secara demokratis, adalah merupakan
konsekwensi logis bahwa dalam menentukan isi otonominya Pemerintah
Daerah harus mengacu kepada urusan-urusan yang berkaitan dengan
pemenuhan kebutuhan masyarakatnya.
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Pemerintah Daerah (Pemda) melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan
yang bersifat Public Service Functions (fungsi pelayanan masyarakat),
Developmental Functions (Ekonomi, Perdagangan, Industri) dan Protective
Functions ( Ketentraman dan Ketertiban). Pelayanan yang dilakukan
Pemerintah Daerah (Pemda) bersifat Regulatory (yang berkenaan dengan
pengaturan) dan Provision of Goods and Services (penyediaan barang dan
jasa).

Premchand (1999) mengatakan bahwa terdapat lima peran yang harus
dimainkan oleh pemerintah dalam mengelola segala macam urusan atau
kewenangannya, yakni sebagai penyedia pelayanan publik, sebagai pemberi
pelayanan, sebagai badan penyandang dana, sebagai koordinator penyediaan
pelayanan publik, dan sebagai regulator.

Ada pembagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan dan dikelola oleh
pemerintah, dimana berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan
dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Urusan pemerintahan absolut : dibuat dan dijalankan oleh pemerintah
pusat.

2. Urusan pemerintahan konkuren : dibagi antara pemerintah pusat dan
daerah.

3. Urusan pemerintahan umum : dibuat pemerintah pusat dan dijalankan
pemerintah daerah.

Pemerintah dalam menjalankan perannya dalam melaksanakan dan
mengelola urusan pemerintahan diberikan otoritas sehingga dapat
melaksanakan dan mengelola urusan pemerintahan yang baik dan sesuai
dengan aturan yang berlaku. Menurut Christoper Pollit dkk (1988 : 37) bahwa
Otoritas diperlukan agar Pemerintah Daerah mampu melakukan manajemen
pengeluaran publik secara tepat.

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah baik
pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah seringkali berjalan lambat dan
terhambat dikarenakan regulasi dan kebijakan yang ada sering tumpang tindih
selain itu juga tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien serta berbelit-belit
dan panjangnya jalur birokrasi pelayanan yang dilakukan.

Regulasi itu selalu ada dalam berbagai bidang kehidupan yang ada di
masyarakat. Regulasi sangat penting dalam menentukan langkah apa yang
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A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia saat ini dihadapkan pada ekspektasi global dan
kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Dalam rangka
membangun kepercayaan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan
nasional, perubahan kondisi yang begitu cepat juga dapat mengakibatkan
pergeseran nilai yang harus disikapi dengan cepat dan bijaksana melalui
langkah-langkah pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
Inti dari tujuan perbaikan masyarakat adalah untuk mewujudkan masyarakat
yang sejahtera, adil dan makmur.

Salah satu bentuk komitmen negara adalah dengan memberikan
pelayanan kepada setiap penduduk yang tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009, yang merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Manusia adalah makhluk sosial yang
tidak bisa hidup sendiri, sehingga selalu membutuhkan bantuan dari manusia
lain, terutama dalam hal barang dan jasa. Oleh karena itu, diharapkan seluruh
instansi pemerintah, dari tingkat pusat sampai daerah, serta seluruh Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat
menyelenggarakan pelayanan dalam bentuk barang dan jasa agar dapat
memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. (Kepmenpan Nomor 81 Tahun 1993
dalam Tjandra et al, 2005: 9).

Pelayanan kepada masyarakat dapat diterapkan pada semua bentuk
bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap warga negaranya,
terutama yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Satu hal
yang harus diingat bahwa dalam pemberian pelayanan, masyarakat selalu
menginginkan perlakuan yang sama, tidak ada yang mendapat prioritas atau
didahulukan. Sehingga pelayanan publik yang baik dan prima selalu menjadi
keinginan dan harapan masyarakat, karena apabila masyarakat tidak
mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan harapannya,
niscaya masyarakat akan sangat kecewa.

Hal ini diharapkan sesuai dengan Standar Pertolongan Umum Kepmenpan
Nomor 63 Tahun 2004 (Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2005: 19-20;
Firmansyah, Hamdan, et al. 2020:45-49), yaitu:
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1. Transparansi.
Transparansi (dalam Tjandra, et al, 2005:11), menguntungkan, terbuka,
dan secara konsisten tersedia bagi semua pihak yang membutuhkan,
memerlukan, dan memberikannya. Hal ini dilakukan dengan baik dan
mudah dimengerti.

2. Tanggung jawab.
Seperti yang dinyatakan oleh Tjandra, et al. (2005:11), Tanggungjawab:
pelayanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkankan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Partisipasi.
Menunjukkan adanya upaya untuk mengikutsertakan masyarakat secara
langsung dalam proses penyelenggaraan pelayanan sehingga pemerintah
dapat memahami aspirasi, keinginan, harapan, dan kebutuhan masyarakat.

4. Perlakuan yang sama.
Hak untuk mendapatkan bantuan (Moenir, 2002: 41), dapat dikatakan
bahwa hak ini dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang apakah
individu tersebut merupakan anggota kelompok yang harus dilayani atau
orang luar yang bukan anggota kelompok tersebut. Sebagai hasilnya, hak
universal untuk mendapatkan pelayanan melindungi semua orang yang
berkepentingan dengan hak untuk mendapatkan pelayanan dan setiap
organisasi yang diwajibkan untuk memberikan pelayanan.

B. PRINSIP PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik adalah jenis-jenis usaha, kegiatan, latihan atau upaya
untuk mengatasi masalah-masalah penting sesuai dengan apa yang menjadi
hak-hak dasar setiap penduduk, daerah setempat atau penghuni suatu bantuan
atau barang dagangan, serta Pelayanan administratif yang dapat diberikan oleh
koperasi spesialis yang berhubungan dengan semua jenis kepentingan publik.
(Rohman, et al., 2008: 3). Sebagaimana dalam Kepmenpan No.
63/KEP/M.PAN/7/2003, "pelayanan publik" adalah "segala upaya, kegiatan,
aktivitas, atau rangkaian kegiatan pelayanan sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan" (Tjandra, et al, 2005: 3 dan 9; Ratminto dan
Atik Septi Winarsih, 2005:18). Sementara itu, sesuai dengan Peraturan
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A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya seseorang mulai mendapat pelayanan sejak dari masih
dalam kandungan sampai ke liang lahat seseorang tak bisa lepas dari urusan
pelayanan publik. berbagai macam jenis pelayanan misalnya pelayanan
mengenai administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, maupun urusan
penghidupan lainnya. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan
kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negaranya.

Konsep pelayanan publik dari sisi regulasi terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pada Pasal 1 ayat
(1) dinyatakan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,
jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara
pelayanan publik. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kegiatan pelayanan
publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh
pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi
masyarakat dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik
memiliki 4 tujuan, yakni (1) memberikan batasan dan hubungan yang jelas
terkait hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan setiap pihak dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, (2) mewujudkan pelayanan publik yang
berasaskan pemerintahan dan korporasi yang baik, (3) terpenuhinya
pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan (4)
memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam
pelayanan publik. Secara detail Undang-Undang tersebut mengatur hak dan
kewajiban baik penyelenggara maupun pengguna pelayanan publik. Salah
satu kewajiban penyelenggara dalam menyelenggarakan pelayanan publik
yang harus dipenuhi adalah melaksanakan pelayanan sesuai standar
pelayanan.

Secara mendasar standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat
dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan
teratur. Eksistensi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik tentunya memberikan arahan kepada seluruh penyelenggara
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pelayanan baik penyelenggara negara, BUMN, BUMD, BHMN hingga sektor
swasta maupun persorangan dapat menyelenggarakan pelayanan yang
standarisasi dan memenuhi komponen standar pelayanan. Dengan demikian
pelayanan publik yang baik harus didukung dengan mekanisme dan standar
pelayanan publik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

B. KONSEP PELAYANAN PUBLIK

Pasolong (2010: 128) menyatakan bahwa pelayanan pada dasarnya
sebagai aktivitas seseorang, sekelompok, dan/atau organisasi baik langsung
maupun tidak langsung memenuhi kebutuhan. Moenir (2003), Pasolong
(2010: 128), dan Mursyidah & Choiriyah (2020: 17) bahwa pelayanan adalah
proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.
Pada dasarnya setiap orang membutuhkan pelayanan, sehingga pelayanan
tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Pelayanan publik
merupakan kegiatan yang diteruskan oleh instansi atau organisasi kepada
masyarakat yang mendapat manfaat dan aktivitas yang dilakukan oleh instansi
untuk memberikan pelayanan harus dilaksanakan dengan baik (Ramadhaniati,
2022).

Pelayanan publik diartikan sebagai “pemberian layanan (melayani)
keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada
organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan
(Mursyidah & Choiriyah (2020: 17). Subarsono (2005) dalam Ramadhaniati
(2022) menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan kunci keberhasilan
berbagai kegiatan yang bersifat jasa. Peranannya akan bersifat menentukan
jika dalam kegiatan-kegiatan jasa di masyarakat menjadi kompetisi dalam
merebut pengguna jasa atau masyarakat yang membutuhkannya. Menurut
Meliala & Ida (2017: 19) bahwa pelayanan publik adalah hak bagi semua
orang dari kalangan manapun. Termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia,
wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.

Dwiyanto, 2005) dalam Mursyidah & Choiriyah (2020: 21-22) bahwa
pelayanan publik merupakan produk birokrasi publik yang diterima oleh
warga pengguna maupun masyarakat secara luas, karena itu pelayanan publik
dapat didefinisikan sebagai serangkaian akivitas yang dilakukan oleh
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A. PENGERTIAN PELAYANAN PUBLIK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal satu (1)
Tentang Pelayanan Publik memberikan defenisi pelayanan publik sebagai
berikut:

“Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,
dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik”.

Jika dianalisis secara spesifik, bahwa pelayanan adalah pemberian hak
dasar kepada warga negara atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
kepentingannya yang diatur oleh perundang-undangan. Pelayanan memiliki
makna melayani orang yang dilayani. Jika melayani, maka sejatinya adalah
memberikan pelayanan dan pengabdian secara profesional. Pelayanan berarti
melayani dengan sungguh-sungguh kepada orang yang dilayani untuk
memenuhi kebutuhan dan kepentingannya dalam dalam rangka memberikan
kepuasan dan manfaat kepada orang yang dilayani tersebut.

Menurut Indri dan Hayat dalam Hayat (2015:22) menyatakan bahwa:
“optimalisasi pelayanan publik adalah memberikan pelayanan secara
profesional dan berkualitas yang mempunyai implikasi positif terhadap
kepuasan masyarakat”.

Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 25
Tahun 2004: “pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan
perundang-undangan”.

Menurut Hayat (2017 : 22) “pelayanan publik merupakan melayani secara
keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk
dipenuhi sesuai dengan ketentuannya” Mukaron dan Laksana, (2016:41)
mengatakan bahwa : “Pelayanan Publik adalah pemberian layananan
(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan
pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah
ditetapkan”.

Dari berbagai pendapat tentang pengertian pelayanan publik di atas maka
dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian pelayanan publik adalah
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suatu kegiatan melayani yang dilaksanakan secara profesional, berkualitas,
dan memiliki pelayanan secara positif yang mampu membantu memenuhi
kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Dengan adanya pelayanan secara otomatis ada interaksi antara masyarakat
dengan pegawai yang bersangkutan pada suatu organisasi. Komunikasi
memang sangat penting dalam melayani masyarakat, karena komunikasi
berfungsi untuk membantu dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan
masyarakat. Hidup kita memang tidak terlepas dari komunikasi, baik itu
komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal, baik komunikasi secara
langsung maupun melalui media, tulisan, maupun suara dan gambar.

Dalam hal ini para ahli mendefenisikan berbagaai pendapat tentang
komunikasi yaitu, dalam Hardiyansyah (2015:13), Handoko berpendapat
bahwa: “komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk
gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain”.

Dari pendapat yang telah diuraikan dapat diambil kesimpulan bahwa,
komunikasi adalah suatu tindakan mempengaruhi, memberi ide, informasi,
pikiran serta pemahaman yang dapat dimengerti orang lain sehingga mampu
untuk mengubah perilakunya.

B. PRINSIP PELAYANAN PUBLIK
Dalam menyelenggarakan suatu pelayanan publik yang prima, perlu
dilakukan penerapan pelayanan yang merupakan bagian yang harus diberikan
kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini penyelenggaraan
pelayanaan publik merupakan salah satu tugas yang dilaksanakan oleh
pemerintah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur
Negara (MENPAN) Nomor 63 Tahun 2003, dalam Mukarom dan Laksana
(2018:84) bahwa, prinsip penyelenggara pelayanan publik adalah sebagai
berikut:
1. Kesederhanaan
Kesederhanaan merupakan menyangkut tentang prosedur pelayanan
publik yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan
oleh masyarakat.
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A. PENDAHULUAN

Dalam era teknologi informasi saat ini, kecepatan organisasi dalam
merespon perubahan akan menentukan apakah organisasi dapat bertahan
dalam situasi lingkungan eksternal yang turbulen. Era digitalasi saat ini bukan
lagi menjadi aktivitas yang asing diterapkan dalam organisasi terutama bisnis
yang harus cepat adaptif dan mampu memenangkan persaingan. Mengingat
eksistensi organisasi saat ini dipandang sebagai makhluk hidup yang terus
berevolusi bahkan revolusi dalam menentukan arah kebijakan bisnis pada era
yang sangat agile dan cepat berubah (Kusdi: 2009; Lubis & Huseini: 2009).

Dalam organisasi baik organisasi publik maupun organisasi bisnis perlu
melihat perubahan digital sebagai kesempatan dalam mengembangkan
pelayanan bisnis, memenangkan persaingan dengan kompetitor lainnya
dimana produk atau jasa yang diciptakan harus dapat diterima sesuai
kebutuhan pasar. Dampak dari era digital dan perubahan teknologi informasi
yang dapat diakses secara cepat tanpa batas wilayah berdampak pula pada
proses pelayanan yang diberikan untuk masyarakat dan customer.

Pelayanan publik sebagai salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan
pemerintah dalam upaya memberikan kepuasan masyarakat menjadi prioritas
bagaimana pola pelayanan yang harus dilaksanakan. Salah satu upaya dalam
memenangkan persaingan adalah terciptanya produk yang semakin kreatif,
inovatif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, segmen pasar,
konsumen dan pelanggan dengan pola pendekatan pelayanan yang cepat,
efektif dan efisien. Pelayanan yang prima merupakan salah satu janji
pelayanan yang diberikan pemerintah kepada warga masyarakatnya agar
sejahtera, berkeadilan dan mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam
kehidupan bermasyarakat (Purwaningdyah & Wahyudi: 2014; Tjiptono dan
Chandra: 2016).

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan mampu
memberikan kepuasan kepada masyarakat sudah saatnya pemerintah memiliki
tata kelola pelayanan publik yang professional dan berkualitas.

B. REFORMASI ADMINISTRASI PADA SEKTOR PUBLIK
Kegiatan proses dan struktur administrasi sector public pada dunia
modern sekarang ini senantiasa menunjukkan perubahan seiring pembuat
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keputusan terus mencari pemecahan atas masalah, memperbaiki pola yang
telah ada dan menghadapi tantangan baru. Dalam perkembangan administrasi
bahwa administrasi publik dapat dibagi ke dalam tiga periodisasi, yaitu: (a)
Administrasi public modern klasik, (b) Progressive-era Public Administration
(PPA), dan (c) New Public Management (NPM). Diawali pada model klasik,
yaitu periode tahun 1818-1860 yang memandang ciri administrasi public
sebagai perangkat lembaga negara, proses, prosedur, sistem dan struktur
organisasi yang melayani urusan birokrasi. Model klasik ini dianggap tidak
peka terhadap kebutuhan masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan
negara karena model ini hanya fokus pada proses dan prosedur saja. Tahun
1880-1920-an, PPA menawarkan perbaikan administrasi publik yaitu dengan
meningkatkan profesionalisme pelayanan publik melalui jaminan seleksi dan
promosi dalam birokrasi. Pada tahun 1980-an NPM mereformasi paradigma
administrasi publik yang dipandang sebagai paradigma tradisional dengan
paradigma baru yang lebih berorientasi kepada kebutuhan pangsa pasar.
Sedangkan proses birokrasi merupakan suatu bentuk organisasi terbaik yang
menjanjikan adanya konsistensi, kesinambungan, prediktabilitas, kehati-
hatian, kinerja terbaik untuk kegiatan rutin, keadilan, rasionalisme, dan
profesionalisme. Pada intinya birokrasi adalah organisasi yang terbaik adalah
untuk meniminalisasi potensi pengaruh politik dan pengaruh individu pada
keputusan organisasi.

Agenda reformasi birokrasi terjadi pada hampir seluruh negara
berkembang yang mengalami perkembangan yang berhubungan dengan
timbulnya modernisasi birokrasi, konsturksi kelembagaan yang ada sampai
pada model privatisasi lembaga-lembaga negara, mengurangi ukuran
birokrasi, membangun kapasitas manajemen serta meningkatkan akuntabilitas
yang lebih baik merujuk pada tujuan terjadinya peningkatan Kinerja aparatur
negara dalam sektor publik. Pengertian reformasi administrasi merupakan
gambaran perubahan administrasi yang terjadi pada struktur organisasi dan
kelembagaan pemerintah terkait perbaikan dalam praktek administrasi,
organisasi, prosedur, dan proses. Pada era reformasi administrasi setiap
perubahan prosedur dapat dikategorikan sebagai reformasi administrasi
karena terjadinya dinamika organisasi dilihat dari perspektif waktu, biaya dan
sumber daya. Beberapa definisi lainnya mengenai reformasi administrasi
dapat dilihat dari pendekatan yang berbeda ada yang menekankan pada
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A. PENDAHULUAN

Kepuasan pelanggan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam
pelayanan publik dan bisnis. Ketika pelanggan merasa puas dengan produk
atau layanan yang diberikan, mereka cenderung akan kembali lagi dan
merekomendasikan bisnis kepada orang lain. Dengan mengetahui cara
mengukur kepuasan pelanggan, pelayanan public dan bisnis dapat lebih
mudah menentukan area mana yang perlu ditingkatkan dan menemukan cara
untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Kepuasan
pelanggan menjadi tolak ukur perusahaan bagaimana hal ke depannya atau
bahkan ada beberapa hal yang harus dirubah karena pelanggan merasa tidak
puas atau dirugikan. Jika konsumen tidak puas tentunya konsumen tidak akan
kembali lagi dan mungkin bisa juga mengeluhkan ketidakpuasannya kepada
konsumen lain. Tentunya hal ini akan menjadi ancaman bagi pengusaha
tersebut. Kepuasan pelanggan tidak hanya bisa diraih dengan kualitas
pelayanan saja, akan tetapi ada faktor-faktor lain yang dapat mendukung
terpenuhinya kepuasan konsumen

B. PENGERTIAN KEPUASAN PELANGGAN

Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul
setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja atau
hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Jika kinerja berada di bawah
harapan pelanggan tidak puas. Jika kinerja melampaui harapan, pelanggan
puas. Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang (Kotler,
2000). Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah
membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan
harapannya. Kepuasan atau ketidakpuasan akan suatu produk atau jasa sebagai
akhir dari suatu proses penjualan memberikan dampak tersendiri kepada
perilaku pelanggan akan produk tersebut. Pembentukan sikap dan pola
perilaku seorang pelanggan terhadap pembelian dan penggunaan produk atau
jasa merupakan hasil dari pengalaman mereka sebelumnya (Lupiyoadi, 2001).

Kepuasan pengguna/pelanggan merupakan evaluasi purna beli dimana
alternatif yang dipilih sekurang- kurangnya memberikan hasil yang sama atau
melampui harapan pengguna /pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul
apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan pengguna/pelanggan
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(Engel dkk, 2012).

Kepuasan pelanggan dirumuskan sebagai evaluasi purna beli, dimana
persepsi terhadap kinerja alternatif produk atau jasa yang dipilih memenuhi
atau melebihi harapan sebelum pembelian. Kepuasan atau ketidakpuasan
pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evolusi ketidaksesuaian
(discinfirmation) yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja
aktual produk yang dirasakan bahwa pada persaingan yang semakin ketat ini,
semakin banyak produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan
keinginan konsumen sehingga hal ini menyebabkan setiap badan usaha harus
menempatkan orientasi pada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama, antara
lain dengan semakin banyaknya badan usaha yang menyatakan komitmen
terhadap kepuasan pelanggan dalam pernyataan misi iklan (Tjiptono, 2000).
Secara konseptual kepuasan pelanggan digambarkan sebagai berikut:

Tujuan Perusahaan Kebutuhan dan
Keinginan Pelanggan

Produk Harapan pelanggan
terhadap produk

Nilai produk bagi
pelanggan

.

Tingkat kepuasan
pelanggan

Gambar 7.1 Konseptual Kepuasan Pelanggan
Sumber:Tjiptono (2000)
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Tabel 7.1 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu
Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat

Nilai Nilai Interval (N) Nilai Interval Mutu Kinerja Unit
Persepsi Konversi (NIK) Pelayanan (x) Pelayanan (v)
1 1,00 —2,5996 25,00 - 64,99 D Tidak Baik
2 2,60 —3.064 65,00 - 76,60 C Kurang Baik
3 3.0644 — 3,532 76,61 — 88,30 B Baik
4 3,5324-4,00 88.31 —100,00 A Sangat Baik

Sumber: Permenpan No 14 Tahun 2017
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A. PENDAHULUAN

Pelayanan Publik yang berkualitas dan akuntabel sudah menjadi fokus
penting dalam organisasi publik. Keterbukaan informasi, berkaitan dengan
pelayanan mendorong kesadaran masyarakat tentang kewajiban dan
haknya.Kinerja pelayan publik oleh aparatur pemerintah sampai saat ini
tampak belum maksimal. Menurut Hidayat (Tui et al., 2022) setidaknya ada
tiga masalah utama yang dihadapi oleh aparatur pemerintah kita dalam
membangun Sistem Pemerintahan yang layak, yaitu: (1) rendahnya kualitas
pelayanan publik yang dilaksanakan oleh sebagian aparatur pemerintahan atau
administrasi negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya; (2) birokrasi
yang panjang (red-tape bureaucracy) dan adanya tumpang tindih tugas dan
kewenangan, yang menyebabkan penyelenggaraan pelayanan publik menjadi
panjang dan melalui proses yang berbelit-belit, sehingga besar kemungkinan
timbul ekonomi biaya tinggi, terjadinya penyalahgunaan wewenang, korupsi,
kolusi, dan nepotisme, perlakuan diskriminatif, dan sebagainya, dan (3)
rendahnya pengawasan eksternal dari masyarakat (social control) terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik, sebagai akibat dari ketidakjelasan standar
dan prosedur pelayanan, serta prosedur penyampaian keluhan pengguna jasa
pelayanan publik. Karena itu tidak cukup dirasakan adanya tekanan sosial
(social pressure) yang memaksa penyelenggara pelayanan publik harus
memperbaiki kinerja mereka.

Permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik memang tidak
bisa dihindari hal ini menuntut pemerintah atau organisasi penyelenggara
pelayanan publik untuk dapat melakukan inovasi pelayanan kepada
masyarakat dengan selalu memperhatikan hak dan kewajiban pihak terkait.
Inovasi pelayanan publik merupakan suatu keharusan bagi pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah guna untuk mengimplementasikan pelaksanaan
desentralisasi yaitu mengupayakan peningkatan kesejahteraan, kemakmuran
dan kemandirian bagi masyarakat dan daerahnya.

Pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) No. 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi menunjukkan keseriusan
pemerintah dalam langkah awal terhadap penyelenggaraan pemerintah yang
bersih. Semua lembaga negara baik dari tingkat pusat hingga daerah harus
berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada
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masayarakat demi tercapainya keinginan dan cita-cita dari reformasi birokrasi
itu sendiri. Pemerintah semakin serius dalam pembenahan tata kelola
pemerintahan saat ini dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (PP) Nomor
81 tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang
menjadi landasan bagi Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam
melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik.

Peningkatan pelayanan publik (public service) harus mendapatkan
perhatian utama dari pemerintah, karena pelayanan publik merupakan hak-hak
sosial dasar dari masyarakat social rihgts ataupun fundamental rights (Holle,
2011). Pemerintah jangan sampai mengenyampingkan hak-hak yang dimiliki
oleh rakyat dalam mendapatkan pelayanan yang terbaik, karena tugas dan
fungsi negara adalah melindungi rakyat dan memenuhi segala kebutuhannya
demi tercapai kesejahteraan sosial.

B. INOVASI PELAYANAN PUBLIK
1. Konsep Inovasi

Inovasi adalah menemukan sesuatu hal yang baru atau melakukan
berbagai pembaruan yang terbentuk dalam sebuah produk, ide, desain,
dan lain sebagainya. Inovasi merupakan sebuah proses atau hasil
pengembangan dari pengetahuan, pengalaman, keterampilan dalam
menciptakan atau memperbaiki produk baik jasa maupun barang, proses,
metode yang memberikan nilai secara signifikan.

Awal mula kajian mengenai inovasi lebih cenderung dibahas oleh
akademisi dan praktisi di sektor bisnis. Hal ini dikarenakan organisasi
sektor bisnis memiliki tingkat formalisasi yang lebih rendah jika
dibandingkan dengan organisasi publik sehingga banyaknya aturan
menyebabkan organisasi sektor publik tidak terlampau leluasa untuk
berinovasi (Suwarno, 2008). Selain itu, organisasi bisnis dihadapkan
dengan permasalahan keterbatasan sumberdaya yang mendesak sehingga
diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Maka sebagai konsekuensinya diupayakanlah agar terjadi inovasi untuk
meningkatkan efisiensi.
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pertumbuhan investasi melalui tax holiday.

System Innovation (Inovasi 139ystem), yaitu perubahan pada struktur
organisasi atau merubah cara kerjasama dan interaksi di dalam organisasi;
Misalnya merampingkan struktur organisasi atau pimpinan organisasi
mendelegasikan kewenangan kepada unit tertentu di dalam organisasi.
Conceptual Innovation (Inovasi konseptual yakni perubahan pada cara
pandang dari aktor yang terlibat sehingga lebih komprehensif dalam
menyelesaikan masalah; Misalnya penataan pemukiman kumuh yang
tidak saja memperhatikan aspek peningkatan kualitas kesehatan, tetapi
juga pemberdayaan ekonomi bagi warganya.

Radical Change of Rationality (Perubahan radikal pada rasionalitas) yaitu
merubah cara pandang dari pemberi  pelayanan; Misalnya dengan
memberi penyadaran kepada aparatur pemerintah bahwa mereka hidup
dari gaji yang bersumber pada pajak yang dibayarkan warganegara
sehingga mereka diharuskan memberikan pelayanan yang terbaik.
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